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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di daerah Tana Toraja, perkawinan disebut rampanan kapa’, dimana

perkawinan ini hanya disahkan menurut hukum adat tidak disahkan menurut

agama dan hukum negara, dan tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyak

masyarakat adat Tana Toraja yang melangsungkan perkawinan secara hukum

adat menurut data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Toraja

Utara data Juni 2014 26.316 yang tidak memiliki akta perkawinan, tentunya

hal ini ini mempengaruhi anak untuk memperoleh akta kelahiran. Data dinas

kependudukan dan pencatatan sipil Juni 2014 265.361 anak yang tidak

memiliki akta kelahiran. Menurut Adat Tana Toraja akta tidak penting untuk

anak, tetapi yang paling terpenting adalah melaksanakan kewajiban sebagai

anak terhadaporang tua. Dalam hukum Adat Tana Toraja yang membuktikan

anak tersebut adalah anak sah yaitu dengan pemakaian nama atau marga

leluhur.

Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara belum

sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari

perkawinan hukum adat, anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Adat

Tana Toraja tidak mendapatkan akta lahir, karena perkawinan orang tua

mereka tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Namun pemerintah telah

melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap desa/kelurahan tentang

pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak. Dan
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pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara telah menyelenggarakan

perkawinan gratis/ perkawinan massal bagi pasangan yang perkawinan tidak

sah secara hukum negara dan sah secara agama, sehingga setelah

dicatatkannya perkawinan mereka, pemerintah langsung mengeluarkan akta

perkawinan yang dapat menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran anak.

B. Saran

1. Pemerintah adat Tana Toraja seharusnya melibatkan aparat Pemerintah

Daerah khusunya Dinas Pencatatan sipil dalam acara perkawinan secara

hukum adat, agar perkawinan tesebut memperoleh kata perkawinan.

2. Perlu penambahan petugas pelayanan akta kelahiran dari kantor dinas

kependudukan dan pencatatan sipil, yang ditempatkan disetiap kantor

desa/kelurahan agar dapat bekerjasama dengan aparat desa/kelurahan

untuk menerbitkan akta kelahiran, jadi masyarakat tidak perlu ke kantor

dinas ditingkat kabupaten melihat jarak tempat tinggal masyarakat cukup

jauh dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Dibutuhkan upaya inovatif dari pemerintah daerah dalam rangka

meningkatkan cakupan akta kepemilikan akta kelahiran dengan tujuan

meningkatkan kesadaran masyarakat adata Tana Toraja akan pentingnya

pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak.
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